
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU Pa

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005: tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomorl
PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER. 04/MEN/IV/2011 Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Tenaga Kerja din Transmigrasi Nomor
PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenagakerjaan maka Pemerintahan Daerah
menerapkan dan menyelenggarakan Standar Pelayanan
Minimal bidang ketenagakerjaan,

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan,

Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia|
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negaraj-
Republik Indonesia Nomor 4114),

Ketenagakerjaan (Lembaran 'Negara Republik IndonesiaJ
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279),

b.

1.

2.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125,/Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahati Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844):

3.

4Peraturan



Menetapkan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsi

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APB

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan d
disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Dewan Perwakildri

Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007

. Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor

. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008

. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2012

, Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2012

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
|

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585),

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal,

PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor
PER. 04/MEN/IV/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenagakerjaan,

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4):

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2012 Nomor 6),

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 34),

MEMUTUSKAN:

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebht

SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai jenis dan muju

pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan waj
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yamg

mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam

kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. .

7. Jenis pelayanan adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan adalah tok

ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambark:
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayan:
Minimal bidang ketenagakerjaan bagi Kota Lubuklinggau, dapat beruj

masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar.

9. Batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah kurun waktu ya1

telah ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal secara nasional.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG KETENAGAKERJAAN
Pasal 2

(l) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Ka
Inketenagakerjaan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidai

ketenagakerjaan.

(2) Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksi

pada ayat (1) Pasal 2 Standar Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaanrimeliputi jenis pelayanan dasar, indikator Standar Pelayanan Minimal, nilhi

Standar Pelayanan Minimal, batas waktu pencapaian, dan Satuan Ker

Perangkat Daerah penanggung jawab.
(35 Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidz

terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu acus

bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggarz
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
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BAB VI

PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimz

Bidang Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau dibebankan pada Anggara:
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura)
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal/j23 AR oo 2013
WALIKOTA UYBUKLINSGAU,

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 Mpu 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR
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